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BUPATI BANTUL,

bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui pembangunan daerah yang terarah, profesional,
dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana
kerja perangkat daerah yang selaras dengan tujuan,
sasaran, dan prioritas pembangunan daerah;

bahwa rencana kerja perangkat daerah memuat arah
kebijakan perangkat daerah yang berpedoman pada
rencana kerja pemerintah daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana
Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut
Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Bupati adalah Bupati Bantul.

Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

(1) Renja PD disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan

Rencana Strategis Perangkat Daerah.

(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi

Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat
Daerah Tahun 2026.

Pasal 3

(1) Renja PD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan

sistematika:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB 11 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.
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BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) merupakan
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.
Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat Pasal 15 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah
termasuk oleh Kapanewon Dlingo. Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2026
memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai
indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah. Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2026 akan menjadi pedoman dalam
menyusun RKA Tahun 2026 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran
kinerja Tahun 2026.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara
simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan
RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan
dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar
tersebut menjelaskan bahwa Renja Perangkat Daerah disusun dengan
mengacu pada RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta

menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.



Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
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Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja
Kapanewon Dlingo Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan,

o

Penyusunan rancangan awal,

Penyusunan rancangan,

o o

Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,

o

Perumusan rancangan akhir, dan

=

Penetapan.



Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2026 disusun dengan berpedoman
hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Peraturan Bupati
Bantul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2026

adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;



. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor S5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor
173);

. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);



1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2025 Nomor 32).

1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun untuk menyesuaikan
gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan
kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka
pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah
sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang
akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

1.3.2. Tujuan
Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah
sebagai berikut:
1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana
Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2026 adalah
sebagai berikut:
BAB L. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan



BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun
2024 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2021-2026

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP



BAB II.
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan
Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 mencakup:

1. evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2024,

2. evaluasi Tahun 2024 tersebut dikaitkan dengan pencapaian target
Perubahan Renstra Kapanewon Dlingo Tahun 2021-2026
berdasarkan realisasi program, kegiatan, subkegiatan yang telah

dilaksanakan Tahun 2024 dan perkiraan realisasi Tahun 2025.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2024
digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja,
penyerapan dana dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2024. Selain itu,
evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2024 dilakukan
untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan
Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2024 dapat dicapai dalam rangka
mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten

Bantul Tahun 2024.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2024 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-
2026 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan
Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Dlingo

Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program Satuan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tingkat Capaian
Rekening tahun 2024 (outcome)/Kegiatan/Sub Anggaran Renja Perangkat Daerah Kinerja dan Realisasi
Kegiatan (output) Perangkat Daerah Tahun Tahun 2024 Anggaran Renja pada
2024 Tahun 2024 (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5x 100%
K Rp K Rp K Rp
02.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase kegiatan adat dan Persen 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100
KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA tradisi yang dilaksanakan
URUSAN KEBUDAYAAN
2.22.8.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga | Cakupan Pembinaan Persen 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100
Budaya Kelembagaan Adat dan
Tradisi
2.22.8.5.07.06 | Gelar Budaya Jogja Jumlah Laporan Gelar Budaya Dokumen 1 100.000.000 1 100.000.000 100 100
Yogyakarta
04.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase Perencanaan dan Persen 100 40.000.000 100 40.000.000 100 100
KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA Pengendalian Urusan
URUSAN KELEMBAGAAN DAN Keistimewaan yang
KETATALAKSANAAN Berkualitas
4.1.4.5.06 Perencanaan dan Pengendalian Persentase Perencanaan dan Persen 100 40.000.000 100 40.000.000 100 100
Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Urusan
Keistimewaan Keistimewaan yang
Berkualitas
4.1.4.5.06.01 Penyusunan Rencana Program dan | Jumlah Progran dan Kegiatan Dokumen 3 40.000.000 3 40.000.000 100 100
Kegiatan Keistimewaan Keistimewaan yang disususn
07.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN | Capaian Nilai AKIP Angka 87 3.400.284.448 82 | 3.075.885.984 94 90
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA




Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program Satuan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tingkat Capaian
Rekening tahun 2024 (outcome)/Kegiatan/Sub Anggaran Renja Perangkat Daerah Kinerja dan Realisasi
Kegiatan (output) Perangkat Daerah Tahun Tahun 2024 Anggaran Renja pada
2024 Tahun 2024 (%)
1 2 3 4 5 6 7 =6/5x 100%
K Rp K Rp K Rp
7.1.1.2.01 Perencanaan. Penganggaran. dan | Capaian kinerja perencanaan Persen 100 4.250.000 100 4.250.000 100 100
Evaluasi Kinerja Perangkat dan evaluasi perangkat
Daerah daerah
7.1.1.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Dokumen 7 2.125.000 7 2.125.000 100 100
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat Daerah
7.1.1.2.01.06 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Laporan 5 2.125.000 5 2.125.000 100 100
Kinerja Perangkat Daerah
7.1.1.2.02 Administrasi Keuangan Caapaian Kinerja Persen 100 2.928.343.270 100 | 2.608.378.436 100 89
Perangkat Daerah Pengadministrasian
Keuangan Perangkat Daerah
7.1.1.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang menerima | Orang/bulan 20 2.880.198.270 20 | 2.560.233.436 100 89
ASN Gaji dan Tunjangan ASN
7.1.1.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Jumlah dokumen hasil Dokumen 3 46.020.000 3 46.020.000 100 100
Pelaksanaan Tugas ASN penyediaan administrasi
pelaksanaan tugas ASN
7.1.1.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Laporan 22 2.125.000 22 2.125.000 100 100
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi
SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
Penyusunan Laporan Keuangan Keuangan
Bulanan/Triwulan/Semesteran Bulanan/Triwulan/Semesteran
SKPD SKPD
7.1.1.2.05 Administrasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi dan Persen 100 1.062.500 100 1.062.500 100 100
Perangkat Daerah Penilaian Kinerja Pegawai
7.1.1.2.05.05 | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian | Jumlah Dokumen Monitoring, Dokumen 1 1.062.500 1 1.062.500 100 100
Kinerja Pegawai Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
Pegawai
7.1.1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Capaian Kinerja Pengelolaan Persen 100 132.461.458 100 132.411.458 100 100
Daerah Administrasi Umum




Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program Satuan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tingkat Capaian
Rekening tahun 2024 (outcome)/Kegiatan/Sub Anggaran Renja Perangkat Daerah Kinerja dan Realisasi
Kegiatan (output) Perangkat Daerah Tahun Tahun 2024 Anggaran Renja pada
2024 Tahun 2024 (%)
1 2 3 4 5 6 7 =6/5x 100%
K Rp K Rp K Rp
7.1.1.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Paket 4 5.037.860 4 5.037.860 100 100
Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik/Penerangan
Kantor Bangunan Kantor
7.1.1.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Paket 4 46.069.068 4 46.019.068 100 100
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yanng
disediakan
7.1.1.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan Paket 4 5.571.530 4 5.571.530 100 100
Tangga Rumah Tangga yang
Disediakan
7.1.1.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan | Paket 4 5.208.000 4 5.208.000 100 100
Penggandaan dan Penggandaan yang
disediakan
7.1.1.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Dokumen 1 2.400.000 1 2.400.000 100 100
Peraturan Perundang- undangan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
7.1.1.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi | Jumlah Laporan Laporan 345 63.925.000 345 63.925.000 100 100
dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
7.1.1.2.06.10 | Penatausahaan arsip dinamis pada | Jumlah Dokumen Dokumen 1 2.125.000 1 2.125.000 100 100
SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis
SKPD
7.1.1.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah Dokumen Dukungan Dokumen 1 2.125.000 1 2.125.000 100 100
Pemerintahan Berbasis Elektronik | Pelaksanaan Sistem
pada SKPD Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPD
7.1.1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Capaian kinerja penyediaan Persen 100 184.199.420 100 181.724.990 100 99
Urusan Pemerintahan Daerah jasa penunjang urusan
pemerintahan daerah
7.1.1.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi. Jumlah Laporan Penyediaan Laporan 12 36.700.000 12 34.227.382 100 93
Sumber Daya Air dan Listrik jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik




Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program Satuan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tingkat Capaian
Rekening tahun 2024 (outcome)/Kegiatan/Sub Anggaran Renja Perangkat Daerah Kinerja dan Realisasi
Kegiatan (output) Perangkat Daerah Tahun Tahun 2024 Anggaran Renja pada
2024 Tahun 2024 (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5x 100%
K Rp K Rp K Rp
7.1.1.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Laporan Penyediaan Laporan 4 9.750.000 4 9.750.000 100 100
Perlengkapan Kantor Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
7.1.1.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | Jumlah Laporan Penyediaan Laporan 5 137.749.420 5 137.747.608 100 100
Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan
7.1.1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Capaian kinerja Persen 100 149.967.800 100 148.058.600 100 99
Daerah Penunjang Urusan pemeliharaan barang milik
Pemerintahan Daerah daerah
7.1.1.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Jumlah kendaraan perorangan | Unit 7 141.967.800 7 140.058.600 100 99
Biaya Pemeliharaan dan Pajak dinas atau kendaraan dinas
Kendaraan Perorangan Dinas atau | jabatan yang dipelihara dan
Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan pajaknya
7.1.1.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana | jumlah gedung kantor dan Unit 2 8.000.000 2 8.000.000 100 100
dan Prasarana Gedung Kantor atau | bangunan lainnya yang
Bangunan Lainnya dipelihara/direhabilitasi
07.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN Cakupan penyelenggaraan Persen 100 23.315.000 100 23.315.000 100 100
PEMERINTAHAN DAN pemerintahan dan pelayanan
PELAYANAN PUBLIK publik
7.1.2.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan capaian kinerja Persen 100 16.000.000 100 16.000.000 100 100
Kegiatan Pemerintahan di penyelenggaraan
Tingkat Kecamatan pemerintahan kapanewon
7.1.2.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan Jumlah Laporan Laporan 4 2.125.000 4 2.125.000 100 100
dan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi/Sinergi
Pemerintahan dengan Perangkat Perencanaan dan Pelaksanaan
Daerah dan Instansi Vertikal Kegiatan Pemerintahan dengan
Terkait Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
7.1.2.2.01.02 | Peningkatan efektifitas kegiatan laporan dokumen Peningkatan Dokumen 6 13.875.000 6 13.875.000 100 100
Pemerintahan di tingkat efektifitas kegiatan
kecamatan Pemerintahan di tingkat
kecamatan




Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program Satuan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tingkat Capaian
Rekening tahun 2024 (outcome)/Kegiatan/Sub Anggaran Renja Perangkat Daerah Kinerja dan Realisasi
Kegiatan (output) Perangkat Daerah Tahun Tahun 2024 Anggaran Renja pada
2024 Tahun 2024 (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5x 100%
K Rp K Rp K Rp
7.1.2.2.04 Pelaksanaan Urusan Cakupan penyelenggaraan Persen 100 7.315.000 100 7.315.000 100 100
Pemerintahan yang Dilimpahkan | pemerintahan dan pelayanan
kepada Camat publik
7.1.2.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Laporan 2 7.315.000 2 7.315.000 100 100
yang terkait dengan Nonperizinan Nonperizinan pada Urusan
Pemerintahan
07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN Cakupan Pemberdayaan Persen 100 74.241.000 100 74.241.000 100 100
MASYARAKAT DESA DAN kepada masyarakat
KELURAHAN
7.1.3.2.01 Koordinasi Kegiatan cakupan pelayanan sosial Persen 100 44.491.000 100 44.491.000 100 100
Pemberdayaan Desa kemasyarakatan
7.1.3.2.01.01 | Peningkatan Partisipasi Jumlah lembaga Lembaga 10 19.491.000 10 19.491.000 100 100
Masyarakat dalam Forum kemasyarakatan yang
Musyawarah Perencanaan berpartisipasi masyarakat
Pembangunan di Desa dalam forum musyawarah
perencanaan pembangunan di
desa
7.1.3.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Laporan Peningkatan Laporan 5 25.000.000 5 25.000.000 100 100
Pemberdayaan Masyarakat di Efektivitas kegiatan
Wilayah Kecamatan pemberdayaan masyarakat di
wilayah kecamatan
7.1.3.2.03 Pemberdayaan lembaga capaian kinerja Persen 100 29.750.000 100 29.750.000 100 100
Kemasyarakatan tingkat pemberdayaan lembaga
Kecamatan kemasyarakatan
7.1.3.2.03.04 | fasilitasi Pengembangan Usaha Jumlah Laporan Fasilitasi Laporan 6 29.750.000 6 29.750.000 100 100
Ekonomi Mayarakat Pengembangan Usaha
Ekonomi Masyarakat
07.01.04 PROGRAM KOORDINASI cakupan koordinasi Persen 100 83.247.500 100 83.247.500 100 100
KETENTRAMAN DAN ketentraman dan ketertiban
KETERTIBAN UMUM kapanewon




Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program Satuan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tingkat Capaian
Rekening tahun 2024 (outcome)/Kegiatan/Sub Anggaran Renja Perangkat Daerah Kinerja dan Realisasi
Kegiatan (output) Perangkat Daerah Tahun Tahun 2024 Anggaran Renja pada
2024 Tahun 2024 (%)
1 2 3 4 5 6 7 =6/5x 100%
K Rp K Rp K Rp
7.1.4.2.01 Koordinasi Upaya Capaian kinerja Persen 100 83.247.500 100 83.247.500 100 100
Penyelenggaraan Ketenteraman penyelenggaraan
dan Ketertiban Umum ketentraman dan ketertiban
umum
7.1.4.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Jumlah Laporan Hasil Laporan 5 83.247.500 5 83.247.500 100 100
Negara Republik Indonesia.Tentara | Sinergitas dengan Kepolisian
Nasional Indonesia dan Instansi Negara Republik
Vertikal di Wilayah Kecamatan Indonesia.Tentara Nasional
Indonesia dan Instansi Vertikal
di Wilayah Kecamatan
07.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN cakupan stabilitas Persen 100 5.837.500 100 5.837.500 100 100
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | penyelenggaraan
pemerintahan umum
7.1.5.2.01 Penyelenggaraan Urusan Capaian kinerja Persen 100 5.837.500 100 5.837.500 100 100
Pemerintahan Umum sesuai penyelenggaraan
Penugasan Kepala Daerah pemerintahan umum
7.1.5.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan Jumlah Orang yang mengikuti | Orang 50 5.837.500 50 5.837.500 100 100

dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila. Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan
Pancasila. Pelaksanaan
Undang- Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945. Pelestarian Bhinneka
Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia

3.726.925.448

3.402.526.984




Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kapanewon Dlingo
Tahun 2024 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:
1. Tidak ada kinerja program /kegiatan yang tidak memenuhu target

kinerja yang direncanakan.

Tabel 2.2
Program /Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target

Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

No

Program /Kegiatan/Subkegiatan
yang Tidak Memenuhi Target
Kinerja

Faktor Penghambat

NIHIL

2. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang memenuhi target

kinerja yang direncanakan dan

faktor-faktor pendukung

keberhasilan disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2.3

Program /Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja

yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

No

Program /Kegiatan /Subkegiatan
yang Memenuhi Target Kinerja

Faktor Pendukung Keberhasilan

1.

PROGRAM PENYELENGGARAAN
KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA
URUSAN KEBUDAYAAN

Kerjasama yang baik antar
stakeholder ( Pelaku Seni dan
budaya, UMKM, Pelaku
pariwisata, Kalurahan,
Kapanewon, Forkompinkap)

Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga
Budaya

Kerjasama yang baik antar
stakeholder ( Pelaku Seni dan
budaya, UMKM, Pelaku
pariwisata, Kalurahan,
Kapanewon, Forkompinkap)

Gelar Budaya Jogja

Kerjasama yang baik antar
stakeholder ( Pelaku Seni dan
budaya, UMKM, Pelaku
pariwisata, Kalurahan,
Kapanewon, Forkompinkap)

PROGRAM PENYELENGGARAAN
KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA
URUSAN KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN

Kerjasama yang baik antara
aparat kapanewon, kalurahan,
dan OPD terkait

Perencanaan dan Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan
Keistimewaan

Kerjasama yang baik antara
aparat kapanewon, kalurahan,
dan OPD terkait




Program /Kegiatan /Subkegiatan

No T S Y Faktor Pendukung Keberhasilan
Penyusunan Rencana Program Kerjasama yang baik antara
dan Kegiatan Keistimewaan aparat kapanewon, kalurahan,
dan OPD terkait
Pendampingan dari Bappeda,
Bag. Organisasi, Bag. Tapem.
3 | PROGRAM PENUNJANG Koordinasi dan Kerjasama yang

URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

baik antara ASN dan Non ASN
kapanewon

Perencanaan. Penganggaran.
dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Koordinasi dan Kerjasama yang
baik antara pejabat struktural
di kapanewon

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah

Penyusunan Perencanan
Kegiatan tepat waktu

Partisipasi pelaksana kegiatan
yang aktif dalam perencanaan

Pendampingan dari Bappeda,
Bag. Organisasi, Bag. Tapem.

Adanya regulasi peraturan yang
menjadi acuan.

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan terdokumentasikan
dalam Web. Kapanewon

Koordinasi dan kerjasama yang
baik antar pejabat struktural
Kapanewon

Capaian Kinerja, Keuangan dan
barang dievaluasi per triwulan;

Capaian kinerja, keuangan dan
barang tersistem dalam aplikasi;

Tersedianya anggaran, sarana
prasarana dan terencananya
pelaksanaan kegiatan.

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan berdasarkan
inventarisasi BMD yang harus
diperbaiki dan kepedulian akan
kelayakan BMD

Penyediaan Jasa Pemeliharaan.
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Tersedianya anggaran dan
terencananya pelaksanaan
kegiatan;

Kepedulian pengguna Kendaraan
Dinas akan kelayakan kendaraan
dinas yang dipakainya.

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

Tersedianya anggaran dan
terencananya pelaksanaan
kegiatan;

Kegiatan Pemeliharaan bersifat
rutin.




Program /Kegiatan /Subkegiatan

No T S Y Faktor Pendukung Keberhasilan
4 | PROGRAM PENYELENGGARAAN | Koordinasi dan komunikasi
PEMERINTAHAN DAN yang intensif dalam rangka
PELAYANAN PUBLIK penyelenggaraan pemerintahan
Koordinasi Penyelenggaraan Koordinasi dan komunikasi
Kegiatan Pemerintahan di yang intensif dalam rangka
Tingkat Kecamatan penyelenggaraan pemerintahan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan Tersedianya anggaran dan
dan Pelaksanaan Kegiatan terencananya pelaksanaan
Pemerintahan dengan Perangkat kegiatan koordinasi dengan
Daerah dan Instansi Vertikal Pemerintah Desa, kerjasama
Terkait yang baik antar instansi di
kapanewon
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Tersedianya anggaran dan
Pemerintahan di Tingkat terencananya pelaksanaan
Kecamatan kegiatan koordinasi dengan
Pemerintah Desa; kerjasama
yang baik antar instansi di
kapanewon
Pelaksanaan Urusan Tersedianya sarana dan
Pemerintahan yang prasarana yang baik dalam
Dilimpahkan kepada Camat mendukung kegiatan pelayanan
Pelaksanaan Urusan Tersedianya SOP Pelayanan,;
Pemerintahan yang terkait Sumber daya manusia yang
dengan Nonperizinan berkualitas dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat
Tersedianya sarana dan
prasarana yang baik dalam
mendukung kegiatan pelayanan
Tersedianya media komunikasi
dengan masyarakat untuk
menyampaikan aduan
pelayanan.
5 | PROGRAM PEMBERDAYAAN Kerjasama dan dukungan dari

MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Pemerintah kabupaten,
Dinas/Instansi terkait,
Kalurahan dan lembaga
masyarakat

Koordinasi Kegiatan
Pemberdayaan Desa

Kerjasama dan dukungan dari
Pemerintah kabupaten,
Dinas/Instansi terkait,
Kalurahan dan lembaga
masyarakat

Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa

Tersusunnya usulan
pembangunan desa;

Tersedianya anggaran dan
terencananya pelaksanaan
kegiatan Musrenbang;

Komunikasi intensif dengan
instansi pengampu usulan.




No

Program /Kegiatan /Subkegiatan
yang Memenuhi Target Kinerja

Faktor Pendukung Keberhasilan

Antusiasme kelompok
pemberdayaan masyarakat;

Peningkatan Efektifitas Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan

Tersedianya anggaran pembinaan
PKK, koordinasi TKPK, kegiatan
sosial dan terencananya
pelaksanaan kegiatan;

Tersedianya potensi unggulan
pemberdayaan masyarakat,
UMKM, Obyek wisata alam,
Obyek wisata sejarah, kawasan
kuliner.

Kerjasama yang baik antar
instansi di kapanewon

Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan Tingkat
Kecamatan

kerjasama yang baik antar
stakeholder yang ada di
kapanewon (
masyarakat,pelaku UMKM,
kalurahan)

Fasilitasi Pengembangan Usaha
Ekonomi Masyarakat

Kerjasama yang baik dengan
masyarakat, pelaku UMKM,
Kalurahan

PROGRAM KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

Kerjasama yang baik antar
Stakeholder di Kapanewon
(sekolah, forkompinkap,
kalurahan, OPD dan
Kapanewon)

Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan Ketenteraman
dan Ketertiban Umum

Kerjasama yang baik antar
instansi se-Kapanewon

Sinergitas dengan Kepolisian
Negara Republik
Indonesia.Tentara Nasional
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan

Kerjasama yang baik antar
instansi se-Kapanewon

Terjalinnya komunikasi intensif
pengampu trantibum.

PROGRAM PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM

Kerjasama yang baik antar
Stakeholder di Kapanewon
(sekolah, forkompinkap,
kalurahan, OPD se-Kapanewon)

Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum sesuai
Penugasan Kepala Daerah

Kerjasama yang baik antar
Stakeholder di Kapanewon
(sekolah, forkompinkap,
kalurahan, OPD se-Kapanewon)

Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan
Pengamalan Pancasila.
Pelaksanaan Undang- Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun

Pemberdayaan organisasi
kemasyarakatan serta kerjasama
yang baik dari pihak terkait




Program /Kegiatan /Subkegiatan

N
© yang Memenuhi Target Kinerja

Faktor Pendukung Keberhasilan

1945. Pelestarian Bhinneka
Tunggal Tka serta Pemertahanan
dan Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia

Kesadaran dan rasa cinta tanah
air yang besar

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan

pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan

penganggaran pada Tahun 2026 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja

program/kegiatan/subkegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah

sebagai berikut:

1.

Meningkatkan optimalisasi penguatan kapasitas SDM dan
Kelembagaan berbasis IT dan Kinerja;

Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait,
sebagai upaya menyusun sinergitas perencanaan program kegiatan
pembangunan yang tepat dan akurat;

Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima dan memberikan
informasi PATEN melalui media cetak, elektronik dan sosial;
Meningkatkan koordinasi wilayah dan fasilitasi dalam wupaya
mengembangkan potensi ekonomi lokal;

Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi hal ketentraman, ketertiban
serta penanggulangan terhadap potensi kebencanaan;

Meningkatkan peran swasta, atau sumber dana lain yang dapat
diakses dalam upaya peningkatan pembangunan masyarakat melalui
koordinasi dan fasilitasi;

Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi bersama seluruh Tim
Kapanewon dalam upaya menciptakan masyarakat harmonis, dan
sejahtera secara adil dan merata;

Meningkatkan koordinasi dan konsultasi, baik secara horizontal dan
vertikal dalam memproyeksikan program dan kegiatan, sehingga

bersinergi sampai dengan tingkat Kelurahan, terkait hasil yang dituju;



9. Meningkatkan fungsi bimbingan, pengawasan dan pengendalian
urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan dana keistimewaan

di kalurahan.
10. Perencanaan Pembangunan yang terintegrasi antar Kalurahan dalam

satu wilayah Kapanewon.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian
terhadap capaian kinerja pelayanan Kapanewon Dlingo berdasarkan
indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut,
analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai IKU yang
telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-
2026 serta memperhatikan IKU pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029. Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2024 disajikan
pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Dlingo

Kabupaten Bantul Tahun 2024

No Indikator Kinerja Utama Satuan Realisasi Target
(IKU) 2022 2023 2024 2025 2026
(1) (2) 3) (4) (5 (6) (7) (8
1 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Angka 94,53 | 95,61 | 94,97 95 n/a
Kapanewon

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Dlingo Tahun 2024 yang disajikan
pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:
IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa

hal sebagai berikut:



a. Adanya ruang pelayanan yang nyaman serta tersedianya

sarana dan prasarana untuk mendukung Kapanewon Layak

Anak
b. Tersedianya akses bagi penyandang disabilitas
c. Adanya pendamping program IUKM
d. Ketersediaan peralatan elektronik yang memadai
e. Tersedianya SOP pelayanan
f. Adanya banner alur pelayanan
g. Adanya program pemberdayaan masyarakat
h. Pengelolaan keuangan desa yang efektif dari segi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan
serta pertanggugjawaban, melalui pendampingan desa

i. Terlaksananya dengan baik semua perencanaan. Hal ini
didukung keterlibatan lembaga-lembaga kemasyarakatan
yang ada di desa yang digunakan sebagai salah satu alat
untuk menjaring aspirasi rakyat. Kelembagaan masyarakat
yang dimaksud misalnya seperti karang taruna, PKK,
Posyandu dan lain-lain yang ada di desa.

j- Pengelolaan keuangan desa yang efektif dari segi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan
serta pertanggugjawaban, melalui pendampingan desa.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Kapanewon Dlingo Tahun 2024
tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan
pada Tahun 2026 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai
adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya anggaran pendukung kegiatan pelayanan;

2. Tersedianya SDM dan sarana prasarana pendukung kegiatan

pelayanan;

3. Prosedur pelayanan satu pintu;

4. Tersedianya media informasi dan komunikasi dengan masyarakat

untuk menyampaiakan aduan pelayanan dalam upaya evaluasi

kinerja;



5. Komitmen pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan
melakukan perpepatan terhadap pelayanan,;

6. Adanya koordinasi dan kerjasama dengan Forkopimkap,

Kelurahan, Instansi dan steakholder terkait.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah

Kapanewon Dlingo merupakan Perangkat Daerah

yang
menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum. Dalam penyelenggaraan

urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan pada Tahun 2024 sebagai

berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Kekuatan

Kelemahan

Tersedianya SOP dan Regulasi tugas

fungsi Kapanewon

Keselarasan komitmen ASN di tiap unsur

Kapanewon belum optimal

Komitmen melayani dan

menjalankan tugas pokok fungsi
Kapanewon sebagai unsur penunjang

Pemerintah Kabupaten Bantul

Belum optimalnya kemampuan SDM

dalam mengikuti perkembangan teknologi

SDM yang beragam

Keterbatasan kapasitas, dan kapabilitas

SDM Kapanewon;

Koordinasi yang baik antara polsek,
Koramil, Linmas serta program jaga

warga berjalan baik

Letak wilayah yang berbatasan dengan
wilayah perkotaan sehingga rawan terjadi
tindak kriminal. Serta letak wilayah yang
bebukit sehingga rawan terjadi bencana

alam.

Komitmen melayanai dan

menjalankan tugas pokok fungsi
Kapanewon sebagai unsur penunjang

Pemerintah Kabupaten Bantul

Keselarasan komitmen ASN di tiap unsur

Kapanewon perlu dijaga.




Selain itu, selama Tahun 2024 juga ditemui beberapa peluang dan

tantangan yaitu:

Tabel 2.6
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Peluang Tantangan

Komitmen pemerintah Kabupaten | Angka kemiskinan yang relatif masih

Bantul
kemiskinan

untuk menurunkan angka | tinggi

Komitmen pemerintah Kabupaten | Banyaknya pesaing dalam industri
Bantul dalam pengembangan PAS rumahan dan produk makan olahan

Komitmen pemerintah Kabupaten | Tuntutan masyarakat akan keterbukaan
Bantul dalam penerapan teknologi | informasi dan pelayanan yang prima

untuk
kepada masyarakat

meningkatkan pelayanan

Banyaknya potensi wisata di | Pengembangan potensi Wisata agar lebih

kecamatan dlingo berkembang dan menarik wisatawan
Trend Pengembangan produk | Diperlukan bimbingan dan
kerajinan tangan. pemberdayaan inovasi yang dapat

meningkatkan  produksi dan nilai
ekonomis produk;

Adanya Dana Desa/Kelurahan; Terhambatnya fungsi bimbingan dan

pengawasan vertikal.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan

tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka strategi pada Tahun

2026 yang akan dilakukan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1.

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM serta kelembagaan
berbasis IPTEK dan kinerja;

Meningkatkan manfaat berbagai media dalam mendukung informasi
publik dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada
masyarakat;

Meningkatkan intensitas kegiatan bimbingan, pengawasan,
monitoring dan pengendalian pengelolaan keuangan serta
pemerintahan, di tingkat kelurahan.

Membuat inovasi dalam pengembangan wisata maupun pengolahan
produk lokal.

Pemulihan Ekonomi melalui pengembangan produk lokal,

pengembangan pasar desa dan BUMKal.




2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun
2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD
Kabupaten Bantul Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon
Dlingo Tahun 2026. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten
Bantul Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:



Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Dlingo

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026

Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026 ;i;atgig
No
Program /Kegiatan/ . . S Target S Program /Kegiatan/ . . L Target .
Siibkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Pagu Indikatif Stibkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Pagu Indikatif
ROGRAM Capaian ROGRAM
PENYELENGGARAAN erFr)lbinaan PENYELENGGARAAN Capaian pembinaan 100
KEISTIMEWAAN Kap.Dlingo ielemba aan adat 100 Persen 100.000.000.00 KEISTIMEWAAN Kap.Dlingo kelembagaan adat Persen 100.000.000,00
YOGYAKARTA URUSAN dan tra d%si ’ ’ ’ YOGYAKARTA URUSAN dan tradisi
KEBUDAYAAN KEBUDAYAAN
1 . - Persentase kegiatan . . Persentase kegiatan
Adat, Seni, Tradisi dan adat dan tradisi 100 Persen Adat, Seni, Tradisi dan adat dan tradisi yang 100 100.000.000,00
Lembaga Budaya - 100.000.000,00 | Lembaga Budaya . Persen
yang dilaksanakan dilaksanakan
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Gelar Budaya Jogja Gelar Budaya 1 Even Gelar Budaya Jogja Gelar Budaya 1 Even 100.000.000,00
100.000.000,00
Yogyakarta ’ ’ ’ Yogyakarta
Persentase
Persentase
Perencanaan dan
Pensendalian Perencanaan dan
PROGRAM Uruian 100 persen 66.040.000.00 PROGRAM Pengendalian Urusan | - 35.996.000,00
PENYELENGGARAAN Keistimewaan van ’ ’ ’ PENYELENGGARAAN Keistimewaan yang
KEISTIMEWAAN Kab.Dlingo | Borkualitas ¢ KEISTIMEWAAN Kao.Dlingo | Berkualitas
YOGYAKARTA URUSAN p-DAng —m— YOGYAKARTA URUSAN p-Dung
KELEMBAGAAN DAN bmdg a pener.aliaﬁ KELEMBAGAAN DAN Tingkat penerapan
KETATALAKSANAAN D ARA ada | 85 persen KETATALAKSANAAN budayapemerintahan | _ )
n P p 50.000.000,00 SATRIYA pada ASN
ASN di Kabupaten .
2 di Kabupaten Bantul
Bantul
Capaian Kinerja Capaian Kineria
Peningkatan Budaya Peningkatan 83 Persen Peningkatan Budaya Perrl)in Katan P;]u dava | - .
Pemerintahan Budaya 50.000.000,00 | Pemerintahan Peme fin tahan 4
Pemerintahan

Implementasi Budaya

Jumlah Dokumen
Hasil Implementasi

Implementasi Budaya

Jumlah Dokumen
Hasil Implementasi

Pemerintahan Satriya di Budaya 1 Dokumen 50.000.000.00 Pemerintahan Satriya di Budaya - -
Kabupaten/ Kota Pemerintahan ’ ’ ’ Kabupaten/ Kota Pemerintahan
Kabupaten /Kota Kabupaten/Kota




Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026

catatan

penting
No
Program /Kegiatan/ . . . Target S Program /Kegiatan/ . . N Target .
Siibkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Pagu Indikatif Stibkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Pagu Indikatif
Perencanaan dan Capaian Kinerja Perencanaan dan Capaian Kinerja
Pengendalian . perencanaan dan Pengendalian . perencanaan dan 100
Keistimewaan Urusan Kap.Dlingo pengendahan 100 persen 66.040.000,00 | Keistimewaan Urusan Kap.Dlingo pengendahan persen 35.996.000,00
. kegiatan L kegiatan
Keistimewaan o . Keistimewaan o .
keistimewaan keistimewaan
Penyusunan Rencana Jdl:rrlﬂfa{z E)arlf()agrrlam Penyusunan Rencana lelem;:& rli’rogram dan 3
Program dan Kegiatan e 3 dokumen Program dan Kegiatan s 35.996.000,00
Keisti Keistimewaan yang 66.040.000,00 L Keistimewaan yang dokumen
eistimewaan . Keistimewaan .
Disusun Disusun
PROGRAM PENUNJANG . o PROGRAM PENUNJANG . o
Capaian Nilai Capaian Nilai
URUSAN Akutabilitas Kinerja URUSAN Akutabilitas Kinerja | 82,09
PEMERINTAHAN Kap.Dlingo . J 88 angka PEMERINTAHAN Kap.Dlingo . net ’ 3.533.477.890,00
DAERAH Instansi 3.903.320.490,00 DAERAH Instansi Pemerintah angka
KABUPATEN/KOTA Pemerintah (AKIP) KABUPATEN/KOTA (AKIP)
Indeks Kepuasan 95 4
Masyarakat (IKM) An, Ka
Perangkat Daerah g
Perencanaan, Capaian Kinerja Perencanaan, Capaian Kinerja
Penganggaran, dan perencanaan dan Penganggaran, dan perencanaan dan 100
Evaluasi Kinerja evaluasi perangkat 100 persen 20.000.000,00 | Evaluasi Kinerja evaluasi perangkat persen 4.250.000,00
Perangkat Daerah daerah Perangkat Daerah daerah
3 Penyusunan Dokumen %%r;iilen Penyusunan Dokumen Jumlah  Dokumen 7
Perencanaan Perangkat Perencanaan 7 Dokumen 10.000.000,00 Perencanaan Perangkat Perencanaan Dokumen 2.125.000,00
Daerah Daerah Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja %331112};1 LI?fr?erl? Z 5 Dokumen Evaluasi Kinerja ésgtzllsi L;ﬁ?g?z S
Perangkat Daerah J 10.000.000,00 | Perangkat Daerah J Dokumen 2.125.000,00
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Capaian Kinerja Capaian Kinerja
Administrasi Keuangan pengadministrasian Administrasi Keuangan pengadministrasian
Perangkat Daerah keuangan 80 angka 2.525.394.490,00 | Perangkat Daerah keuangan perangkat 80 angka 3.016.483.270,00
perangkat daerah daerah
Jumlah Orang Jumlah Orang yan
Penyediaan Gaji dan yang Menerima Gaji | 20 orang Penyediaan Gaji dan Menerima Gagi ci,ang 20 orang 2.967.198.270.00
Tunjangan ASN dan Tunjangan bulan 2.365.394.490,00 | Tunjangan ASN J bulan ’ ) ) ’

ASN

Tunjangan ASN




No

Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026

catatan
penting

Program /Kegiatan/ . . . Target S Program /Kegiatan/ . . N Target .
Siibkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Pagu Indikatif Stibkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Pagu Indikatif
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
. .. . Hasil Penyediaan Penyediaan Hasil Penyediaan
Penyediaan Administrasi .. . Kk . . . . 3
Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi 3 Dokumen 150.000.000.00 Administrasi Administrasi Dokumen 47.160.000,00
Pelaksanaan Tugas ) ’ ’ Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Tugas
ASN ASN
Jumlah Laporan
Keuangan Jumlah Laporan
Bulanan/ Keuangan Bulanan/
Koordinasi dan Triwulanan/ Koordinasi dan Triwulanan/
Semesteran SKPD Semesteran SKPD
Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/ dan Laporan 22 laporan Keuangan Bulanan/ dan Laporan 22 laporan
. Koordinasi 10.000.000,00 . Koordinasi 2.125.000,00
Triwulanan/ Penyusunan Triwulanan/ Penyusunan Laporan
Semesteran SKPD yu Semesteran SKPD yu b
Laporan Keuangan Keuangan
Bulanan/Triwulana Bulanan/Triwulanan
n/Semesteran /Semesteran SKPD
SKPD
Administrasi g\?;gzgin%; n Administrasi Monitoring, Evaluasi, 100
Kepegawaian Perangkat L 100 persen Kepegawaian Perangkat dan Penilaian Kinerja 1.062.500,00
Penilaian Kinerja 5.000.000,00 . persen
Daerah . Daerah Pegawai
Pegawai
“;A%rrrllil;};ig()kumen Jumlah Dokumen
Monitoring, Evaluasi, Evaluasi i’a n 1 Dokumen Monitoring, Evaluasi, Monitoring, Evaluasi, | 1
dan Penilaian Kinerja o 5.000.000,00 | dan Penilaian Kinerja dan Penilaian Kinerja | Dokumen 1.062.500,00
Penilaian Kinerja .
. Pegawai
Pegawai
Capaian Kinerja Capaian Kineria
Administrasi Umum Pengelolaan 100 persen Administrasi Umum Pe I’II) clolaan J 100 139.623.190.00
Perangkat Daerah Administrasi p 435.000.000,00 | Perangkat Daerah geie . persen ’ ’ ’
Administrasi Umum
Umum
. Jumlah Paket . Jumlah Paket
Penyediaan Komponen Komponen Penyediaan Komponen .
. . - Komponen Instalasi
Instalasi Instalasi 4 paket Instalasi Listrik /Penerangan 4 paket
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan | = P 50.000.000,00 | Listrik/Penerangan g P 4.357.380,00
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor Bangunan Kantor Bangunan Kantor . .
- yang Disediakan
yang Disediakan
. Jumlah Palket . Jumlah Paket
Penyediaan Peralatan Peralatan dan Penyediaan Peralatan Peralatan dan
dan Perlengkapan Perlengkapan 4 paket dan Perlengkapan 4 paket 17.379.310,00

Kantor

Kantor yang
Disediakan

80.000.000,00

Kantor

Perlengkapan Kantor
yang Disediakan




No

Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026

catatan

penting
Program /Kegiatan/ . . . Target S Program /Kegiatan/ . . L Target .
Siibkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Pagu Indikatif Stibkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Pagu Indikatif
Jumlah Paket Jumlah Paket
Penyediaan Peralatan Peralatan Rumah 4 paket Penyediaan Peralatan Peralatan Rumah 4 paket
Rumah Tangga Tangga yang p 45.000.000,00 | Rumah Tangga Tangga yang P 9.225.400,00
Disediakan Disediakan
. Jumlah Paket . Jumlah Paket
Penyediaan Barang Kk Penyediaan Barang Kk
Cetakan dan Barang Cetakan 4 paket Cetakan dan Barang Cetakan dan 4 paket
P dan Penggandaan 45.000.000,00 Penggandaan yang 6.083.100,00
enggandaan oo Penggandaan T
yang Disediakan Disediakan
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Penyediaan Bahan Bahan Bacaan dan Penyediaan Bahan Bahan Bacaan dan
Bacaan dan Peraturan Peraturan 1 dokumen Bacaan dan Peraturan Peraturan 1
Perundang- 10.000.000,00 Perundang- dokumen 1.200.000,00
Perundang-undangan Perundang-undangan
Undangan yang Undangan yang
Disediakan Disediakan
Jumlah Laporan
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Penyelenggaraan Rapat
. - . . 345 . - Penyelenggaraan 345
Koordinasi dan Rapat Koordinasi Koordinasi dan . . 98.828.000,00
. . laporan 190.000.000,00 . Rapat Koordinasi laporan
Konsultasi SKPD dan Konsultasi Konsultasi SKPD .
dan Konsultasi SKPD
SKPD
Jumlah Dokumen
. . Jumlah Dokumen
Penatausahaan Arsip Penatausahaan 1 dokumen Penatausahaan Arsip Penatausahaan Arsi 1
Dinamis pada SKPD Arsip Dinamis pada 10.000.000,00 | Dinamis pada SKPD . . P | dokumen 1.275.000,00
SKPD Dinamis pada SKPD
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Dukungaan Dukungan Dukungaan Dukungan
Pelaksanaan Sistem Pelaksanaan sistem 1 Dokumen Pelaksanaan Sistem Pelaksanaan sistem 1
Pemerintahan Berbasis Pemerintahan 5.000.000,00 | Pemerintahan Berbasis Pemerintahan Dokumen 1.275.000,00
Elektronik pada SKPD Berbasis Elektronik Elektronik pada SKPD Berbasis Elektronik
pada SKPD pada SKPD
Pengadaan Baljang Milik Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Capaian Kinerja
Daerah Penunjang Daerah Penunjang 100
p Pengadaan barang 100 persen p Pengadaan barang 17.500.000,00
Urusan Pemerintah o1 95.000.000,00 | Urusan Pemerintah o persen
milik daerah milik daerah
Daerah Daerah
Jumlah Paket
. Jumlah Paket Mebel .
Pengadaan Mebel M'ebel' yang 3 Unit 50.000.000,00 Pengadaan Mebel yang Disediakan 3 Unit 10.900.000,00
Disediakan
Pengadaan Peralatan Jumlah Unit 3 Unit Pengadaan Peralatan Jumlah Unit 3 Unit

dan Mesin Lainnya

Peralatan dan

45.000.000,00

dan Mesin Lainnya

Peralatan dan Mesin

6.600.000,00




No

Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026

catatan
penting

Program /Kegiatan/ . . L Target . Program /Kegiatan/ . . L Target .
Siibkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Pagu Indikatif Stibkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Pagu Indikatif
Mesin Lainnya yang Lainnya yang
Disediakan Disediakan
Penyediaan Jasa Ciﬁﬁiggmsgf san Penyediaan Jasa capaian kinerja 100
Penunjang Urusan p Jang 100 persen Penunjang Urusan penunjang urusan 195.544.180,00
- pemerintahan 365.000.000,00 - ; persen
Pemerintahan Daerah daerah ’ ’ ’ Pemerintahan Daerah pemerintahan daerah
Jumlah Laporan
. Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Ei?rz,ziliiaa; Jasa Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa 12
Komunikasi, Sumber Sumber Da. ,a Air 12 Laporan 110.000.000.00 Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Laporan 36.592.000,00
Daya Air dan Listrik dan Lis triky an ’ ’ ’ Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik p
Dise diakany g yang Disediakan
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
. Penyediaan Jasa . .
Penyediaan Jasa Peralatan dan Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlenckanan 4 Laporan 45.000.000.00 Peralatan dan Peralatan dan 4 Laporan 10.290.000,00
Perlengkapan Kantor Kanto ;g a11'31 ’ ’ ’ Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
Dise dia}liang yang Disediakan
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Pelayanan Umum 5 Laporan 210.000.000.00 Pelayanan Umum Pelayanan Umum 5 Laporan 148.662.180,00
Kantor Kantor yang ’ ’ ’ Kantor Kantor yang
Disediakan Disediakan
Pemeliharaan Barang Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Capaian kineria
Milik Daerah Penunjang Kap.Dlingo pemeliharaan 100 persen Milik Daerah Penunjang Kan.Dlingo erIr)leliharaaanaran 100 159.014.750.00
Urusan Pemerintahan b g barang milik P 457.926.000,00 | Urusan Pemerintahan b g fnilik daerah & persen ’ ’ ’
Daerah daerah Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas
Pemeliharaan, dan atau Kendaraan Pemeliharaan, dan atau Kei daraan
Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang | 7 unit 180.000.000.00 Pajak Kendaraan Dinas Jabatan van 7 unit 154.654.650,00
Perorangan Dinas atau Dipelihara dan ’ ’ ’ Perorangan Dinas atau Dipelihara dany g
Kendaraan Dinas dibayarkan Kendaraan Dinas dilg)a arkan Paiaknva
Jabatan Pajaknya Jabatan Y J Y
Jumlah Gedung Jumlah Gedung
Pemeliharaan/Rehabilit gZﬁgniinLainnya Pemeliharaan/Rehabilit gj{ﬁ;lrniinLainnya
aBZlnGei‘;rr‘lgLI;f‘rﬁoz dan yang 2 unit 277.926.000,00 gjfii‘;ggﬁgfﬁog dan yang 2 unit 4.360.100,00
gy y Dipelihara/Direhab g ¥y Dipelihara/Direhabili

ilitasi

tasi




Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026

catatan

penting
No
Program /Kegiatan/ . . . Target S Program /Kegiatan/ . . L Target .
Siibkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Pagu Indikatif Stibkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Pagu Indikatif
PROGRAM Capaian PROGRAM Capaian
PENYELENGGARAAN . penyelenggaran PENYELENGGARAAN . penyelenggaran
PEMERINTAHAN DAN | Kap-Dlingo | = e rintahan dan | 100 Persen 145.000.000,00 | PEMERINTAHAN DAN | K@P-Plingo | o o intahan dan 81 persen 30.350.000,00
PELAYANAN PUBLIK pelayanan publik PELAYANAN PUBLIK pelayanan publik
Koordinasi Capaian Kinerja Koordinasi Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan 100
Kegiatan Pemerintahan Pemerintahan 100 persen 95.000.000,00 | Kegiatan Pemerintahan Pemerintahan Umum | persen 26.350.000,00
di Tingkat Kecamatan Umum Kapanewon di Tingkat Kecamatan Kapanewon
Jumlgh L‘?po?an . Jumlah Laporan
Koordinasi/Sinergi . e .
. - e . . e . Koordinasi/Sinergi
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Perencanaan dan Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan
Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan 4 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan 4 Laporan
Pemerintahan dengan Pemerintahan P 35.000.000,00 | Pemerintahan dengan Pefﬂ o ahan p 6.375.000,00
Perangkat Daerah dan dengan Perangkat Perangkat Daerah dan dencan Peranckat
4 Instansi Vertikal Terkait Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Dae{fah dan I ngs tansi
Instansi Vertikal . .
. Vertikal Terkait
Terkait
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Peningkatan Efektifitas Peningkatan Peningkatan Efektifitas Peningkatan 6
Kegiatan Pemerintahan Efektifitas Kegiatan | 6 Dokumen 60.000.000.00 Kegiatan Pemerintahan Efektifitas Kegiatan Dokumen 19.975.000,00
di Tingkat Kecamatan Pemerintahan di ’ ’ ’ di Tingkat Kecamatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan . L Pelaksanaan Urusan . s
. Capaian Kinerja . Capaian Kinerja
Pemerintahan yang Pelavanan 89 aneka Pemerintahan yang Pelavanan 89 ancka
Dilimpahkan kepada Y g 50.000.000,00 | Dilimpahkan kepada Y & 4.000.000,00
Kapanewon Kapanewon
Camat Camat
Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan
. Pelaksanaan Non . Pelaksanaan Non
Pemerintahan yang Perizinan pada 2 laporan Pemerintahan yang Perizinan pada 2 laporan
terkait dengan Unnoan P P 50.000.000,00 | terkait dengan Unioan P P 4.000.000,00
Nonperizinan Pemerintahan Nonperizinan Pemerintahan
PROGRAM Capaian PROGRAM Capaian
PEMBERDAYAAN . PEMBERDAYAAN . 100
MASYARAKAT DESA Kap.Dlingo izm;(fardﬁz‘;agraka . 100 persen 245.000.000,00 | MASYARAKAT DESA Kap.Dlingo Ezm;(f;dﬁzzazraka . | persen 150.592.100,00
5 | DAN KELURAHAN P Y DAN KELURAHAN P Y
. . . Capaian Kinerja . . . Capaian Kinerja
Koordinasi Kegiatan Koordinasi Kegiatan 100
Pemberdayaan Desa Pemberdayaan 100 persen 145.000.000,00 | Pemberdayaan Desa Pemberdayaan persen 102.220.500,00

Masyarakat Desa

Masyarakat Desa




Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026

catatan

penting
No
Program /Kegiatan/ . . . Target S Program /Kegiatan/ . . N Target Tt
Siibkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Pagu Indikatif Stibkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Pagu Indikatif
Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga
Peningkatan Partisipasi Kemasyarakgtgn . Peningkatan Partisipasi Kemasyarakgtgn .
yang Berpartisipasi yang Berpartisipasi
Masyarakat dalam 1 Masyarakat dalam 1
Forum Musyawarah dalam Forum 10 lembaga Forum Musyawarah dalam Forum 10 30.814.500,00
Musyawarah 35.000.000,00 Musyawarah lembaga ’ ) ’
Perencanaan Perencanaan
. Perencanaan . Perencanaan
Pembangunan di Desa . Pembangunan di Desa .
Pembangunan di Pembangunan di
Desa Desa
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Peningkatan Efektifitas Peningkatan Peningkatan Efektifitas Peningkatan
Kegiatan Pemberdayaan Efektivitas Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Efektivitas Kegiatan
Masyarakat di Wilayah Pemberdayaan 5 Laporan 110.000.000,00 | Masyarakat di Wilayah Pemberdayaan 5 Laporan 71.406.000,00
Kecamatan Masyarakat di Kecamatan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan
Pemberdayaan Lembaga capaian kinerja Pemberdayaan Lembaga capaian kinerja
pemberdayaan pemberdayaan 100
Kemasyarakatan 100 persen Kemasyarakatan 48.371.600,00
. lembaga 100.000.000,00 . lembaga persen
Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan
kemasyarakatan kemasyarakatan
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Fasilitasi Fasilitasi Fasilitasi Fasilitasi
Pengembangan Usaha Pengembangan 6 Laporan 100.000.000.00 Pengembangan Usaha Pengembangan 6 Laporan 48.371.600,00
Ekonomi Masyarakat Usaha Ekonomi ’ ’ ’ Ekonomi Masyarakat Usaha Ekonomi
Masyarakat Masyarakat
PROGRAM Capaian Koordinasi PROGRAM Capaian Koordinasi
KOORDINASI . Ketentraman dan KOORDINASI . Ketentraman dan 100
KETENTRAMAN DAN Kap.Dlingo | ¢ ctertiban 100 persen 180.000.000,00 | KETENTRAMAN DAN Kap.Dlingo | g tertiban persen 6.000.000,00
KETERTIBAN UMUM Kapanewon KETERTIBAN UMUM Kapanewon
Koordinasi Upaya Capaian Kinerja Koordinasi Upaya Capaian Kinerja
Penyelenggaraan penyelenggaraan Penyelenggaraan penyelenggaraan 100
Ketenteraman dan ketentraman dan 100 Persen 180.000.000,00 | Ketenteraman dan ketentraman dan Persen 6.000.000,00

Ketertiban Umum

ketertiban umum

Ketertiban Umum

ketertiban umum




Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026

catatan

penting
No
Program /Kegiatan/ . . L Target . Program /Kegiatan/ . . L Target .
Siibkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Pagu Indikatif Stibkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Pagu Indikatif
Jumlah Lapgran Jumlah Laporan
Sinergitas dengan Hasil Slnerglt.as. Sinergitas dengan Hasil Sinergitas
Kepolisian Negara gringig geepgglsiin Kepolisian Negara dengan Kepolisian
Republik Indonesia, Inc%onesia pTen tara Republik Indonesia, Negara Republik
Tentara Nasional Nasional ’ 5 laporan 180.000.000.00 Tentara Nasional Indonesia, Tentara S laporan 6.000.000.00
Indonesia dan Instansi Ind 2 d ’ ’ ’ Indonesia dan Instansi Nasional Indonesia ’ ’ ’
Vertikal di Wilayah ndonesia dan Vertikal di Wilayah dan Instansi
Kecamatan Instansi Vertikal Kecamatan Vertikal di Wilayah
di Wilayah Kecamatan
Kecamatan
PROGRAM Capaian Stabilitas PROGRAM Capaian Stabilitas
PENYELENGGARAAN . Penyelenggaraan PENYELENGGARAAN . 100
URUSAN Kap.Dlingo Pemerintahan 100 persen 35.000.000,00 | URUSAN Kap.Dlingo gzﬁye?;réizlﬁ?ﬁnum persen 188.402.500,00
PEMERINTAHAN UMUM umum PEMERINTAHAN UMUM
8 Penyelenggaraan . L Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Cear?a;?;lklzf;]:n Urusan Pemerintahan Capaian kinerja 100
Umum sesuai benyeengs 100 persen Umum sesuai penyelenggaraan 188.402.500,00
pemerintahan 35.000.000,00 . persen
Penugasan Kepala umum Penugasan Kepala pemerintahan umum

Daerah

Daerah




Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026

catatan

penting
No -
Program /Kegiatan/ . . L Target . Program /Kegiatan/ . . L Target .
Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Pagu Indikatif Stibkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Pagu Indikatif
Jumlah Orang yang
Mengl.kutl Jumlah Orang yang
Pembinaan o
Mengikuti
Wawasan Pembinaan Wawasan
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan
Kebangsaan dan Ketahanan Kebangsaan dan .
. . . Ketahanan Nasional
Ketahanan Nasional Nasional dalam Ketahanan Nasional
dalam rangka
dalam rangka rangka dalam rangka
Memantapkan
Memantapkan Memantapkan Memantapkan
. . Pengamalan
Pengamalan Pancasila, Pengamalan Pengamalan Pancasila, -
! Pancasila,
Pelaksanaan Undang- Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Pelaksanaan 100 Undang Dasar Negara Eelgksanéarcll 100 188.402.500.00
Republik Indonesia Undang-Undang orang 35.000.000,00 | Republik Indonesia ndans-vndang orang ’ ’ ’
. Dasar Negara
Tahun 1945, Pelestarian Dasar Negara Tahun 1945, Republik Indonesia
Bhinneka Tunggal Ika Republik Indonesia Pelestarian Bhinneka p
Tahun 1945,
Serta Pemertahanan Tahun 1945, Tunggal Ika Serta . .
- . Pelestarian Bhinneka
dan Pemeliharaan Pelestarian Pemertahanan dan Tuneeal Tka serta
Keutuhan Negara Bhinneka Tunggal Pemeliharaan Keutuhan &8
. Pemertahanan dan
Kesatuan Republik Ika serta Negara Kesatuan .
. . . Pemeliharaan
Indonesia Pemertahanan dan Republik Indonesia
. Keutuhan Negara
Pemeliharaan ;
Kesatuan Republik
Keutuhan Negara Indonesia
Kesatuan Republik
Indonesia
JUMLAH 4.658.320.490,00 4.044.818.490,00




2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2026, dilakukan
pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat
merupakan salah satu wujud pendekatan bottom-up planning. Penelaahan
usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang
telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah,
maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun

2026 serta tugas dan fungsi Kapanewon Dlingo.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, tidak ada usulan
masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi Kapanewon Dlingo.



BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk

merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana

program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan

melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down.

Tema pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan

Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inkulusif” dengan Prioritas

Nasional meliputi:

1.

Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan

Hak Asasi Manusia (HAM);

. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan

negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada
pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau,
dan ekonomi biru;

Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan
meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong
kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta
mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui
peran aktif koperasi;

Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya
Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi
olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,
pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang
disabilitas;

Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan
industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai
tambah di dalam negeri;

Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk
pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan

kemiskinan;



7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan
birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan
korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan;

8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang
harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan
toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil

dan makmur.

Delapan prioritas tersebut memuat 17 program prioritas presiden
yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor langkah-langkah

berupa program hasil terbaik cepat/quick wins sebagai barikut:

Tabel 3.1 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

PROGRAM PRIORITAS PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
1. Mencapai swasembada pangan, Memberi makan siang dan susu gratis
energi, dan air. di sekolah dan pesantren, serta
2. Penyempurnaan sistem penerimaan bantuan gizi untuk anak balita dan
negara. ibu hamil.
3. Reformasi politik, hukum, dan Menyelenggarakan pemeriksanaan
birokrasi. kesehatan gratis, menuntaskan kasus
4. Pencegahan dan  pemberantasan TBC, dan membangun rumah sakit
korupsi. lengkap berkualitas di kabupaten.
S. Pemberantasan kemiskinan. Mencetak dan meningkatkan
6. Pencegahan dan  pemberantasan produktivitas lahan pertanian dengan
narkoba. lumbung pangan desa, daerah, dan
7. Menjamin tersedianya pelayanan nasional.
kesehatan bagi seluruh rakyat Membangun sekolah-sekolah unggul
Indonesia, peningkatan BPJS terintegrasi disetiap kabupaten dan
kesehatan dan penyediaan obat untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang
rakyat. perlu renovasi.
8. Penguatan pendidikan, sains, dan Melanjutkan dan  menambahkan
teknologi, serta digitalisasi. program kartu-kartu kesejahteraan
9. Penguatan pertahanan dan sosial serta kartu wusaha untuk
keamanaan negara dan pemeliharaan menghilangkan kemiskinan absolut.
hubungan internasional yang Kenaikan gaji ASN (terutama guru,
kondusif. dosen, tenaga  kesehatan, dan
10. Penguatan kesetaraan gender dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat
perlindungan hak perempuan, anak, negara.
serta penyandang disabilitas. Melanjutkan pembangunan
11. Menjamin pelestarian lingkungan infrastruktur desa dan kelurahan,
hidup. Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, menjamin penyediaan rumah murah
dan pestisida langsung ke petani. bersanitasi baik untuk yang
13. Menjamin pembangunan hunian membutuhkan, terutama generasi
berkualitas terjangkau, bersanitasi




PROGRAM PRIORITAS PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT

14.

15.

16.

17.

baik untuk masyarakat milenial, generasi Z, dan masyarakat
perdesaaan/perkotaan dan rakyat berpenghasilan rendah (MBR).

yang membutuhkan. 8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara
Melanjutkan pemerataan ekonomi dan meningkatkan rasio penerimaan
dan penguatan UMKM melalui negara terhadap produk domestik
program kredit usaha dan bruto (PDB) ke 23%.

pembangunan Ibu Kota Nusantara

(IKN) serta  kota-kota  inovatif,

karateristik-mandiri lainnya.

Melanjutkan hilirisasi dan

industrialisasi berbasiskan Sumber
Daya Alam (SDA) termasuk sumber
daya maritim untuk membuka
lapangan kerja yang seluas-luasnya
dalam mewujudkan keadilan
ekonomi.

Memastikan kerukunan antarumat
beragama, kebebasan beribadah,
pendirian, dan perawatan rumah
ibadah.

Pelestarian seni budaya, peningkatan
ekonomi kreatif dan peningkatan
prestasi olahraga.

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2026 tersebut,

maka kebijakan dan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Kapanewon

Dlingo Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1.

3.2

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan

masyarakat dan kalurahan berdasarkan potensinya;

. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi secara intensif dalam

mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan yang terpadu;

. Meningkatkan kelembagaan dan sarana prasarana berbasis IT

penunjang kinerja Kapanewon Dlingo;

. Meningkatkan kinerja pelayanan berorientasi pada kepuasan

masyarakat;

. Meningkatkan  fasilitasi dan  koordiniasi secara intensif,

penyelenggaraan stabilitas pemerintahan umum.

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Tahun 2026 dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun

2026 adalah "Penguatan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan Didukung SDM



Berkualitas dan Infrastruktur Berkelanjutan” dengan Prioritas Daerah (PD)

sesuai Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

PD-1:
PD-2:

PD-3:

PD-4:

PD-5:

publik yang berkualitas dan berkeadilan.

didukung investasi.

dan tangguh bencana.

Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.

Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan

Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal

Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten

Bantul Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi Kapanewon Dlingo serta tujuan dan sasaran dalam Rancangan

Renstra Kapanewon Dlingo Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan

sasaran Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2026
No Tujuan Sasaran Indikator | Satuan Baseline Target
Kinerja — 2026
Utama. Realisasi | Target
(IKU) 2024 2025
(1) (2) 3) 4) ) (6) (7) )
1 Meningkatnya Meningkatnya | Indeks Indeks | n/a 92,37 | 92,65
penyelenggaraan | kualitas tata | Kualitas
pemerintahan kelola Pelayanan
dan pelayanan pemerintahan | di
publik di dan Kapanewon
Kapanewon pelayanan
publik
kepada
masyarakat

di Kapanewon




BAB 1IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan
rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon
Dlingo Tahun 2026 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya.
Rumusan rencana program /kegiatan/subkegiatan Kapanewon Dlingo Tahun

2026 disajkan pada tabel berikut:



Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kabupaten Bantul

TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA
URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRAM / AKHIR REALISASI CAPAIAN TAHUN 2027
NO KODE URUSAN / PROGRAM / i PERiODE | CAPAIAN | A KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENJA OPD TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA TAHUN 2024 OPD TAHUN PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
2026
OPD 2025 NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
KAPANEWON DLINGO 4.044.818.490,00 4.648.320.490,00
2 URUSAN PEMERINTAHAN 100.000.000,00 100.000.000,00
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN 100.000.000,00 100.000.000,00
BIDANG KEBUDAYAAN
1. | 2.22.08 PROGRAM B e | - 100 Persen 100.000.000,00 100.000.000,00
PENYELENGGARAAN kebudayaan
KEISTIMEWAAN
YOGYAKARTA URUSAN
KEBUDAYAAN
2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Pagelaran Seni Budaya di - 1 Laporan 100.000.000,00 Memperkua | 5. Masyarakat, pelaku 100.000.000,00 | KAPANEWON DLINGO
Lembaga Budaya Kapanewon Dlingo treformasi | Penguatan | seni budaya, UMKM
politik, good-gover
hukum dan | nance pada
birokrasi, berbagai
serta memp | tingkatan
erkuat penc | 2. Mewujud
egahan dan | kan transfor
pemberant | masi tata
asan kelola pem
korupsi, erintahan
narkoba, dan
judi, dan pe | pelayanan
nyeludupan | publik yang
. berkualitas
dan
berkeadilan
2.22.08.5.07.0006 Gelar Budaya Jogja
Jumlah Laporan Gelar 1 Laporan 100.000.000,00 | Kab. Bantul, BANTUAN Memperkua | 5. Masyarakat, pelaku 100.000.000,00 | KAPANEWON DLINGO
Budaya Yogyakarta Dlingo, Dlingo KEUANGAN t reformasi | Penguatan | seni budaya, UMKM
KHUSUS DARI politik, good-gover
PEMERINTAH hukum dan | nance pada
DAERAH birokrasi, berbagai
PROVINSI serta memp | tingkatan
erkuat penc | 2. Mewujud
egahan dan | kan transfor
pemberant | masi tata
asan kelola pem
korupsi, erintahan
narkoba, dan
judi, dan pe | pelayanan
nyeludupan | publik yang
. berkualitas
dan
berkeadilan
4 UNSUR PENDUKUNG 35.996.000,00 40.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT DAERAH 35.996.000,00 40.000.000,00




PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRAM / T:EIiERT REALISASI Pg’;‘;ﬁ:"‘ CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB periope | CAPAIAN | A KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN TAHUN 2024 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2025 NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. | 4.01.04 PROGRAM B o eeualan dan 100 Persen 35.996.000,00 40.000.000,00
PENYELENGGARAAN pengendalian urusan
KEISTIMEWAAN keistimewaan dengan
YOGYAKARTA URUSAN regulasi
KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN
4.01.04.5.01 Penataan Kelembagaan dan | Capaian Kinerja Penataan 100 Persen 35.996.000,00 Memperkua | 5. Kapanewon dan 40.000.000,00 | KAPANEWON DLINGO
Ketatalaksanaan Kelembagaan dan treformasi | Penguatan | kalurahan
Keistimewaan Ketatalaksanaan politik, good-gover
Keistimewaan hykum Qan nance pgda
birokrasi, berbagai
serta memp | tingkatan
erkuat penc | 2. Mewujud
egahan dan | kan transfor
pemberant | masi tata
asan kelola pem
korupsi, erintahan
narkoba, dan
judi, dan pe | pelayanan
nyeludupan | publik yang
. berkualitas
dan
berkeadilan
4.01.04.5.01.0007 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan
Jumlah Dokumen Hasil 3 Dokumen 35.996.000,00 | Kab. Bantul, BANTUAN Memperkua | 5. Kapanewon dan 40.000.000,00 | KAPANEWON DLINGO
Penerapan Keistimewaan di DIir}go, Semua KEUQNSAN treformasi | Penguatan | kalurahan
Kel/Desa KHUSUS DARI olitik, ood-gover
Kapanewon/Kemantren dan PEMERINTAH | hukum dan gancegpada
Kalurahan/Kelurahan yang DAERAH birokrasi, | berbagai
Didampingi PROVINSI serta memp | tingkatan
erkuat penc | 2. Mewujud
egahan dan | kan transfor
pemberant | masi tata
asan kelola pem
korupsi, erintahan
narkoba, dan
judi, dan pe | pelayanan
nyeludupan | publik yang
. berkualitas
dan
berkeadilan
7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.908.822.490,00 4.508.320.490,00
7.01 KECAMATAN 3.908.822.490,00 4.508.320.490,00
1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG Nilai Akuntabilitas Kinerja 88 Angka 3.533.477.890,00 3.903.320.490,00

URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Instansi Pemerintah (AKIP)
Perangkat Daerah




PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRARN / T:El:;IERT REALISASI PEQI;I’:::N CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB perione | CAPAIAN | A KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENJA OPD TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA TAHUN 2024 OPD TAHUN PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
2026
OPD 2025 NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7.01.01.2.01 Perencanaan, Capaian Kinerja 100 Persen 4.250.000,00 Memperkua | 5. ASN Kapanewon 20.000.000,00 | KAPANEWON DLINGO
Penganggaran, dan Evaluasi | perencanaan dan evaluasi treformasi | Penguatan
Kinerja Perangkat Daerah perangkat daerah politik, good-gover
hukum dan | nance pada
birokrasi, berbagai
serta memp | tingkatan
erkuat penc | 2. Mewujud
egahan dan | kan transfor
pemberant | masitata
asan kelola pem
korupsi, erintahan
narkoba, dan
judi, dan pe | pelayanan
nyeludupan | publik yang
berkualitas
dan
berkeadilan
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen 7 Dokumen 2.125.000,00 | Kab. Bantul, DANA ALOKASI | Memperkua | 5. ASN Kapanewon 10.000.000,00 | KAPANEWON DLINGO
Perencanaan Perangkat Dlingo, Dlingo UMUM (DAU) t reformasi | Penguatan
Daerah politik, good-gover
hukum dan | nance pada
birokrasi, berbagai
serta memp | tingkatan
erkuat penc | 2. Mewujud
egahan dan | kan transfor
pemberant | masi tata
asan kelola pem
korupsi, erintahan
narkoba, dan
judi, dan pe | pelayanan
nyeludupan | publik yang
. berkualitas
dan
berkeadilan
7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi 5 Laporan 2.125.000,00 | Kab. Bantul, DANA ALOKASI | Memperkua | 5. ASN Kapanewon 10.000.000,00 | KAPANEWON DLINGO
Kinerja Perangkat Daerah Dlingo, Dlingo UMUM (DAU) treformasi | Penguatan
politik, good-gover
hukum dan | nance pada
birokrasi, berbagai
serta memp | tingkatan
erkuat penc | 2. Mewujud
egahan dan | kan transfor
pemberant | masi tata
asan kelola pem
korupsi, erintahan
narkoba, dan
judi, dan pe | pelayanan
nyeludupan | publik yang
. berkualitas
dan
berkeadilan




PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRAM | | RGET | REALISASI | PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
AKHIR CAPAIAN
NO KODE URUSAN / PROGRAM / S e pERODE | _CAPAIAN | ENIA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN TAHUN 2024 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2025 NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Capaian Kinerja 100 Persen 3.016.483.270,00 Memperkua | 5. ASN Kapanewon 2.525.394.490,00 | KAPANEWON DLINGO
Perangkat Daerah pengadministrasian treformasi | Penguatan
keuangan perangkat daerah politik, good-gover
hukum dan | nance pada
birokrasi, berbagai
serta memp | tingkatan
erkuat penc | 2. Mewujud
egahan dan | kan transfor
pemberant | masi tata
asan kelola pem
korupsi, erintahan
narkoba, dan
judi, dan pe | pelayanan
nyeludupan | publik yang
berkualitas
dan
berkeadilan
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang 20 2.967.198.270,00 | Kab. Bantul, DANA ALOKASI | Memperkua | 5. ASN Kapanewon 2.365.394.490,00 | KAPANEWON DLINGO
Menerima Gaji dan Orang/bulan Dlingo, Dlingo UMUM (DAU) treformasi | Penguatan
: politik, good-gover
Tunjangan ASN hukum dan | nance pada
birokrasi, berbagai
serta memp | tingkatan
erkuat penc | 2. Mewujud
egahan dan | kan transfor
pemberant | masi tata
asan kelola pem
korupsi, erintahan
narkoba, dan
judi, dan pe | pelayanan
nyeludupan | publik yang
berkualitas
dan
berkeadilan
7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah Dokumen Hasil 3 Dokumen 47.160.000,00 | Kab. Bantul, DANA ALOKASI | Memperkua | 5. ASN Kapanewon 150.000.000,00 | KAPANEWON DLINGO
Penyediaan Administrasi Dlingo, Dlingo UMUM (DAU) t reformasi | Penguatan
Pelaksanaan Tugas ASN politik, good-gover
hukum dan | nance pada
birokrasi, berbagai
serta memp | tingkatan
erkuat penc | 2. Mewujud
egahan dan | kan transfor
pemberant | masi tata
asan kelola pem
korupsi, erintahan
narkoba, dan
judi, dan pe | pelayanan
nyeludupan | publik yang
. berkualitas
dan
berkeadilan

7.01.01.2.02.0007

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD




PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRAN / T:IEI:;IERT REALISASI PgﬁmN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
NO KODE URUSAN / PROGRAM / S e pERIODE | _CAPAIAN | o ENIA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENJA OPD TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA TAHUN 2024 OPD TAHUN PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
2026
OPD 2025 NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Keuangan 22 Laporan 2.125.000,00 | Kab. Bantul, DANA ALOKASI | Memperkua | 5. ASN Kapanewon 10.000.000,00 | KAPANEWON DLINGO
Bulanan/ Triwulanan/ Dlingo, Dlingo UMUM (DAU) treformasi | Penguatan
Semesteran SKPD dan politik, good-gover
Laporan Koordinasi hykum dgn nance pgda
birokrasi, berbagai
Penyusunan Laporan serta memp | tingkatan
Keuangan Bulanan/Triwulana erkuat penc | 2. Mewujud
n/Semesteran SKPD egahan dan | kan transfor
pemberant | masi tata
asan kelola pem
korupsi, erintahan
narkoba, dan
judi, dan pe | pelayanan
nyeludupan | publik yang
. berkualitas
dan
berkeadilan
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Capaian Kinerja Pengelolaan 100 Persen 1.062.500,00 Memperkua | 5. ASN Kapanewon 5.000.000,00 | KAPANEWON DLINGO
Perangkat Daerah Administrasi Umum treformasi | Penguatan
politik, good-gover
hukum dan | nance pada
birokrasi, berbagai
serta memp | tingkatan
erkuat penc | 2. Mewujud
egahan dan | kan transfor
pemberant | masi tata
asan kelola pem
korupsi, erintahan
narkoba, dan
judi, dan pe | pelayanan
nyeludupan | publik yang
berkualitas
dan
berkeadilan
7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Jumlah Dokumen Monitoring, 1 Dokumen 1.062.500,00 | Kab. Bantul, DANA ALOKASI | Memperkua | 5. ASN Kapanewon 5.000.000,00 | KAPANEWON DLINGO
Evaluasi, dan Penilaian Dlingo, Dlingo UMUM (DAU) t reformasi | Penguatan
. : politik, good-gover
Kinerja Pegawai hukum dan | nance pada
birokrasi, berbagai
serta memp | tingkatan
erkuat penc | 2. Mewujud
egahan dan | kan transfor
pemberant | masi tata
asan kelola pem
korupsi, erintahan
narkoba, dan
judi, dan pe | pelayanan
nyeludupan | publik yang
. berkualitas
dan
berkeadilan

SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 01:05:48

Halaman 5




PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRANM | T:IZ-(;ERT REALISASI Pzﬁ};mN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
NO KODE URUSAN / PROGRAM / ety PERIODE | _CAPAIAN | ENIA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENJA OPD TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA TAHUN 2024 OPD TAHUN PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
2026
OPD 2025 NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Capaian Kinerja Pengelolaan 100 Persen 139.623.190,00 Memperkua | 5. ASN Kapanewon 435.000.000,00 | KAPANEWON DLINGO
Perangkat Daerah Administrasi Umum treformasi | Penguatan | Dlingo
politik, good-gover
hukum dan | nance pada
birokrasi, berbagai
serta memp | tingkatan
erkuat penc | 2. Mewujud
egahan dan | kan transfor
pemberant | masi tata
asan kelola pem
korupsi, erintahan
narkoba, dan
judi, dan pe | pelayanan
nyeludupan | publik yang
. berkualitas
dan
berkeadilan
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen 4 Paket 4.357.380,00 | Kab. Bantul, DANA ALOKASI | Memperkua | 5. ASN Kapanewon 50.000.000,00 | KAPANEWON DLINGO
Instalasi Listrik/Penerangan Dlingo, Dlingo UMUM (DAU) t reformasi Penguatan | Dlingo
politik, good-gover
B?ngqnan Kantor yang hukum dan | nance pada
Disediakan birokrasi, berbagai
serta memp | tingkatan
erkuat penc | 2. Mewujud
egahan dan | kan transfor
pemberant | masi tata
asan kelola pem
korupsi, erintahan
narkoba, dan
judi, dan pe | pelayanan
nyeludupan | publik yang
. berkualitas
dan
berkeadilan
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan 4 Paket 17.379.310,00 | Kab. Bantul, DANA ALOKASI | Memperkua | 5. ASN Kapanewon 80.000.000,00 | KAPANEWON DLINGO
Perlengkapan Kantor yang Dlingo, Dlingo UMUM (DAU) t reformasi Penguatan | Dlingo
Disediakan politik, good-gover
hukum dan | nance pada
birokrasi, berbagai
serta memp | tingkatan
erkuat penc | 2. Mewujud
egahan dan | kan transfor
pemberant | masi tata
asan kelola pem
korupsi, erintahan
narkoba, dan
judi, dan pe | pelayanan
nyeludupan | publik yang
. berkualitas
dan
berkeadilan

7.01.01.2.06.0003

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 01:05:48

Halaman 6




PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRANM | TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
AKHIR CAPAIAN
NO KODE URUSAN / PROGRAM / ety PERIODE | _CAPAIAN | ENIA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN TAHUN 2024 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2025 NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Paket Peralatan 4 Paket 9.225.400,00 | Kab. Bantul, DANA ALOKASI | Memperkua | 5. ASN Kapanewon 45.000.000,00 | KAPANEWON DLINGO
Rumah Tangga yang Dlingo, Dlingo UMUM (DAU) treformasi | Penguatan | Dlingo
Disediakan politik, good-gover
hukum dan | nance pada
birokrasi, berbagai
serta memp | tingkatan
erkuat penc | 2. Mewujud
egahan dan | kan transfor
pemberant | masi tata
asan kelola pem
korupsi, erintahan
narkoba, dan
judi, dan pe | pelayanan
nyeludupan | publik yang
. berkualitas
dan
berkeadilan
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang 4 Paket 6.083.100,00 | Kab. Bantul, DANA ALOKASI | Memperkua | 5. ASN Kapanewon 45.000.000,00 | KAPANEWON DLINGO
Cetakan dan Penggandaan Dlingo, Dlingo UMUM (DAU) treformasi | Penguatan | Dlingo
P politik, good-gover
yang Disediakan hukum dan | nance pada
birokrasi, berbagai
serta memp | tingkatan
erkuat penc | 2. Mewujud
egahan dan | kan transfor
pemberant | masi tata
asan kelola pem
korupsi, erintahan
narkoba, dan
judi, dan pe | pelayanan
nyeludupan | publik yang
berkualitas
dan
berkeadilan
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan 1 Dokumen 1.200.000,00 | Kab. Bantul, DANA ALOKASI | - 5. ASN Kapanewon 10.000.000,00 | KAPANEWON DLINGO
Bacaan dan Peraturan Dlingo, Dlingo UMUM (DAU) Penguatan | Dlingo
Perundang-Undangan yang gogd-govgr
Disediakan bgrtf:gpa)\? a
tingkatan
2. Mewujud
kan transfor
masi tata
kelola pem
erintahan
dan
pelayanan
publik yang
berkualitas
dan
berkeadilan

7.01.01.2.06.0009

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 01:05:48

Halaman 7




PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRANM | T:IZ-(;ERT REALISASI px};mN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
NO KODE URUSAN / PROGRAM / ety PERIODE | _CAPAIAN | ENIA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENJA OPD TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA TAHUN 2024 OPD TAHUN PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
2026
OPD 2025 NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan 345 Laporan 98.828.000,00 | Semua DANA ALOKASI | Memperkua | 5. ASN Kapanewon 190.000.000,00 | KAPANEWON DLINGO
Penyelenggaraan Rapat Kota/Kab, UMUM (DAU) treformasi | Penguatan | Dlingo
Koordinasi dan Konsultasi Semua politik, good-gover
SKPD Kecamatan, hukum dan | nance pada
Semua Kel/Desa birokrasi, berbagai
serta memp | tingkatan
erkuat penc | 2. Mewujud
egahan dan | kan transfor
pemberant | masi tata
asan kelola pem
korupsi, erintahan
narkoba, dan
judi, dan pe | pelayanan
nyeludupan | publik yang
. berkualitas
dan
berkeadilan
7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1.275.000,00 | Kab. Bantul, DANA ALOKASI | Memperkua | 5. ASN Kapanewon 10.000.000,00 | KAPANEWON DLINGO
Penatausahaan Arsip Dlingo, Dlingo UMUM (DAU) treformasi | Penguatan | Dlingo
Dinamis pada SKPD politik, good-gover
hukum dan | nance pada
birokrasi, berbagai
serta memp | tingkatan
erkuat penc | 2. Mewujud
egahan dan | kan transfor
pemberant | masi tata
asan kelola pem
korupsi, erintahan
narkoba, dan
judi, dan pe | pelayanan
nyeludupan | publik yang
berkualitas
dan
berkeadilan
7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Jumlah Dokumen Dukungan 1 Dokumen 1.275.000,00 | Kab. Bantul, DANA ALOKASI | - 5. ASN Kapanewon 5.000.000,00 | KAPANEWON DLINGO
Pelaksanaan Sistem Dokumen Dlingo, Dlingo UMUM (DAU) Penguatan | Dlingo
Pemerintahan Berbasis gogd-govgr
Elektronik pada SKPD bzrtf:gz? a
tingkatan
2. Mewujud
kan transfor
masi tata
kelola pem
erintahan
dan
pelayanan
publik yang
berkualitas
dan
berkeadilan

SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 01:05:48

Halaman 8




PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRANM | TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
AKHIR CAPAIAN
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENJA OPD TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA TAHUN 2024 OPD TAHUN 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2025 NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Capaian Kinerja Pengadaan 100 Persen 17.500.000,00 Memperkua | 5. ASN Kapanewon 95.000.000,00 | KAPANEWON DLINGO
Daerah Penunjang Urusan barang milik daerah t rgfgrmasi Penguatan | Dlingo
Pemerintah Daerah politik, good-gover
hukum dan | nance pada
birokrasi, berbagai
serta memp | tingkatan
erkuat penc | 2. Mewujud
egahan dan | kan transfor
pemberant | masi tata
asan kelola pem
korupsi, erintahan
narkoba, dan
judi, dan pe | pelayanan
nyeludupan | publik yang
. berkualitas
dan
berkeadilan
7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
Jumlah Paket Mebel yang 3 Unit 10.900.000,00 | Kab. Bantul, DANA ALOKASI | Memperkua | 5. ASN Kapanewon 50.000.000,00 | KAPANEWON DLINGO
Disediakan Dlingo, Dlingo UMUM (DAU) treformasi | Penguatan | Dlingo
politik, good-gover
hukum dan | nance pada
birokrasi, berbagai
serta memp | tingkatan
erkuat penc | 2. Mewujud
egahan dan | kan transfor
pemberant | masi tata
asan kelola pem
korupsi, erintahan
narkoba, dan
judi, dan pe | pelayanan
nyeludupan | publik yang
berkualitas
dan
berkeadilan
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Unit Peralatan dan 3 Unit 6.600.000,00 | Kab. Bantul, DANA ALOKASI | Memperkua | 5. ASN Kapanewon 45.000.000,00 | KAPANEWON DLINGO
Mesin Lainnya yang Dlingo, Dlingo UMUM (DAU) t reformasi | Penguatan | Dlingo
Disediakan politik, good-gover
hukum dan | nance pada
birokrasi, berbagai
serta memp | tingkatan
erkuat penc | 2. Mewujud
egahan dan | kan transfor
pemberant | masi tata
asan kelola pem
korupsi, erintahan
narkoba, dan
judi, dan pe | pelayanan
nyeludupan | publik yang
berkualitas
dan
berkeadilan

SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 01:05:48

Halaman 9




PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRANM | TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
AKHIR CAPAIAN
NO KODE URUSAN / PROGRAM / ety PERIODE | _CAPAIAN | ENIA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENJA OPD TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA TAHUN 2024 OPD TAHUN 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2025 NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang | capaian kinerja penunjang 100 Persen 195.544.180,00 Memperkua | 5. ASN Kapanewon 365.000.000,00 | KAPANEWON DLINGO
Urusan Pemerintahan urusan pemerintahan daerah treformasi | Penguatan | Dlingo
Daerah politik, good-gover
hukum dan | nance pada
birokrasi, berbagai
serta memp | tingkatan
erkuat penc | 2. Mewujud
egahan dan | kan transfor
pemberant | masi tata
asan kelola pem
korupsi, erintahan
narkoba, dan
judi, dan pe | pelayanan
nyeludupan | publik yang
. berkualitas
dan
berkeadilan
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 36.592.000,00 | Kab. Bantul, DANA ALOKASI | Memperkua | 5. ASN Kapanewon 110.000.000,00 | KAPANEWON DLINGO
Jasa Komunikasi, Sumber Dlingo, Dlingo UMUM (DAU) treformasi | Penguatan | Dlingo
. i politik, good-gover
D.ay a A/r dan Listrik yang hukum dan | nance pada
Disediakan birokrasi, berbagai
serta memp | tingkatan
erkuat penc | 2. Mewujud
egahan dan | kan transfor
pemberant | masi tata
asan kelola pem
korupsi, erintahan
narkoba, dan
judi, dan pe | pelayanan
nyeludupan | publik yang
berkualitas
dan
berkeadilan
7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan 4 Laporan 10.290.000,00 | Kab. Bantul, DANA ALOKASI | Memperkua | 5. ASN Kapanewon 45.000.000,00 | KAPANEWON DLINGO
Jasa Peralatan dan Dlingo, Dlingo UMUM (DAU) t reformasi | Penguatan | Dlingo
politik, good-gover
Pt.arlqukapan Kantor yang hukum dan | nance pada
Disediakan birokrasi, berbagai
serta memp | tingkatan
erkuat penc | 2. Mewujud
egahan dan | kan transfor
pemberant | masi tata
asan kelola pem
korupsi, erintahan
narkoba, dan
judi, dan pe | pelayanan
nyeludupan | publik yang
berkualitas
dan
berkeadilan

7.01.01.2.08.0004

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 01:05:48

Halaman 10




PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRANM | TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
AKHIR CAPAIAN
NO KODE URUSAN / PROGRAM / ety PERIODE | _CAPAIAN | ENIA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENJA OPD TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA TAHUN 2024 OPD TAHUN 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2025 NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Penyediaan 5 Laporan 148.662.180,00 | Kab. Bantul, DANA ALOKASI | Memperkua | 5. ASN Kapanewon 210.000.000,00 | KAPANEWON DLINGO
Jasa Pelayanan Umum Dlingo, Dlingo UMUM (DAU) treformasi | Penguatan | Dlingo
i politik, good-gover
Kantor yang Disediakan hukum dan | nance pada
birokrasi, berbagai
serta memp | tingkatan
erkuat penc | 2. Mewujud
egahan dan | kan transfor
pemberant | masi tata
asan kelola pem
korupsi, erintahan
narkoba, dan
judi, dan pe | pelayanan
nyeludupan | publik yang
. berkualitas
dan
berkeadilan
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Capaian kinerja 100 Persen 159.014.750,00 Memperkua | 5. ASN Kapanewon 457.926.000,00 | KAPANEWON DLINGO
Daerah Penunjang Urusan pemeliharaan barang milik treformasi | Penguatan | Dlingo
Pemerintahan Daerah daerah politik, good-gover
hukum dan | nance pada
birokrasi, berbagai
serta memp | tingkatan
erkuat penc | 2. Mewujud
egahan dan | kan transfor
pemberant | masi tata
asan kelola pem
korupsi, erintahan
narkoba, dan
judi, dan pe | pelayanan
nyeludupan | publik yang
. berkualitas
dan
berkeadilan
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan 7 Unit 154.654.650,00 | Kab. Bantul, DANA ALOKASI | Memperkua | 5. ASN Kapanewon 180.000.000,00 | KAPANEWON DLINGO
Perorangan Dinas atau Dlingo, Dlingo UMUM (DAU) treformasi | Penguatan | Dlingo
Kendaraan Dinas Jabatan politik, good-gover
yang Dipelihara dan hukum dan | nance pada
dibayarkan Pajaknya birokrasi, berbagai
serta memp | tingkatan
erkuat penc | 2. Mewujud
egahan dan | kan transfor
pemberant | masi tata
asan kelola pem
korupsi, erintahan
narkoba, dan
judi, dan pe | pelayanan
nyeludupan | publik yang
. berkualitas
dan
berkeadilan

7.01.01.2.09.0009

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-10 01:05:48

Halaman 11



PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRANM | TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA PRIORITAS
KEGIATAN / SUB RENJA OPD TARGET SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN KEGIATAN RENSTRA | L 11N 2024 | OPD TAHUN PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
2026
OPD 2025 NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Gedung Kantor dan 2 Unit 4.360.100,00 | Kab. Bantul, DANA ALOKASI | Memperkua | 5. ASN Kapanewon 277.926.000,00 | KAPANEWON DLINGO
Bangunan Lainnya yang Dlingo, Dlingo UMUM (DAU) treformasi | Penguatan | Dlingo
Dipelihara/Direhabilitasi politik, good-gover
hukum dan | nance pada
birokrasi, berbagai
serta memp | tingkatan
erkuat penc | 2. Mewujud
egahan dan | kan transfor
pemberant | masi tata
asan kelola pem
korupsi, erintahan
narkoba, dan
judi, dan pe | pelayanan
nyeludupan | publik yang
. berkualitas
dan
berkeadilan
2. 7.01.02 PROGRAM Cakupan-penyelenggaran 100 Persen 30.350.000,00 - 145.000.000,00
PEMERINTAHAN DAN j
PELAYANAN PUBLIK Capaian kinerja kebijakan
pelayanan
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan | Capaian Kinerja 100 Persen 26.350.000,00 Memperkua | 5. Kalurahan di Wilayah | - 95.000.000,00 | KAPANEWON DLINGO
Kegiatan Penyelenggaraan t reformasi Penguatan Kapanewon Dlingo
Pemerintahan Umum politik, good-gover
Pemerintahan di Tingkat Kapanewon hukum dan | nance pada
Kecamatan birokrasi, berbagai
serta memp | tingkatan
erkuat penc | 2. Mewujud
egahan dan | kan transfor
pemberant | masi tata
asan kelola pem
korupsi, erintahan
narkoba, dan
judi, dan pe | pelayanan
nyeludupan | publik yang
. berkualitas
dan
berkeadilan
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Jumlah Laporan 4 Laporan 6.375.000,00 | Kab. Bantul, DANA ALOKASI | Memperkua | 5. Kalurahan di Wilayah 35.000.000,00 | KAPANEWON DLINGO
Koordinasi/Sinergi Dlingo, Semua UMUM (DAU) t reformasi | Penguatan Kapanewon Dlingo
Perencanaan dan Kel/Desa politik, good-gover
Pelaksanaan Kegiatan hukum dan | nance pada
Pemerintahan dengan birokrasi, berbagai
Perangkat Daerah dan serta memp | tingkatan
Instansi Vertikal Terkait erkuat penc | 2. Mewujud
egahan dan | kan transfor
pemberant | masi tata
asan kelola pem
korupsi, erintahan
narkoba, dan
judi, dan pe | pelayanan
nyeludupan | publik yang
. berkualitas
dan
berkeadilan

7.01.02.2.01.0002

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRANM | T:IEI:;IiT REALISASI PﬁﬁﬁmN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA PRIORITAS
KEGIATAN / SUB RENJA OPD TARGET SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN KEGIATAN RENSTRA | L 11N 2024 | OPD TAHUN PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
2026
OPD 2025 NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen 6 Dokumen 19.975.000,00 | Kab. Bantul, DANA ALOKASI | Memperkua | 5. Kalurahan di Wilayah 60.000.000,00 | KAPANEWON DLINGO
Peningkatan Efektifitas Dlingo, Semua UMUM (DAU) treformasi | Penguatan | Kapanewon Dlingo
Kegiatan Pemerintahan di Kel/Desa politik, good-gover
Tingkat Kecamatan hukum dan | nance pada
birokrasi, berbagai
serta memp | tingkatan
erkuat penc | 2. Mewujud
egahan dan | kan transfor
pemberant | masi tata
asan kelola pem
korupsi, erintahan
narkoba, dan
judi, dan pe | pelayanan
nyeludupan | publik yang
. berkualitas
dan
berkeadilan
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Capaian Kinerja Pelayanan 89 Angka 4.000.000,00 Memperkua | 5. Masyarakat,Kapane | - 50.000.000,00 | KAPANEWON DLINGO
Pemerintahan yang Kapanewon treformasi | Penguatan | wo dan Kelurahan
Dilimpahkan kepada Camat politik, good-gover
hukum dan | nance pada
birokrasi, berbagai
serta memp | tingkatan
erkuat penc | 2. Mewujud
egahan dan | kan transfor
pemberant | masi tata
asan kelola pem
korupsi, erintahan
narkoba, dan
judi, dan pe | pelayanan
nyeludupan | publik yang
. berkualitas
dan
berkeadilan
7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
Jumlah Laporan 2 Laporan 4.000.000,00 | Kab. Bantul, DANA ALOKASI | Memperkua | 5. Masyarakat,Kapane 50.000.000,00 | KAPANEWON DLINGO
Pelaksanaan Nonperizinan Dlingo, Semua UMUM (DAU) t reformasi | Penguatan | wo dan Kelurahan
pada Urusan Pemerintahan Kel/Desa politik, good-gover
hukum dan | nance pada
birokrasi, berbagai
serta memp | tingkatan
erkuat penc | 2. Mewujud
egahan dan | kan transfor
pemberant | masi tata
asan kelola pem
korupsi, erintahan
narkoba, dan
judi, dan pe | pelayanan
nyeludupan | publik yang
. berkualitas
dan
berkeadilan
3. 7.01.03 PROGRAM Cakupan kinerja 100 Persen 150.592.100,00 - 245.000.000,00
PEMBERDAYAAN Pemberdayaan
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN Kepada Masyarakat
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRANM | TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
AKHIR CAPAIAN
NO KODE URUSAN / PROGRAM / ety PERIODE | _CAPAIAN | ENIA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENJA OPD TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA TAHUN 2024 OPD TAHUN PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
2026
OPD 2025 NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Capaian Kinerja - 100 Persen 102.220.500,00 Memperkua | 5. Masyarakat,Kapane 145.000.000,00 | KAPANEWON DLINGO
Pemberdayaan Desa Pemberdayaan Masyarakat treformasi | Penguatan | wo dan Kelurahan
Desa politik, good-gover
hukum dan | nance pada
birokrasi, berbagai
serta memp | tingkatan
erkuat penc | 2. Mewujud
egahan dan | kan transfor
pemberant | masi tata
asan kelola pem
korupsi, erintahan
narkoba, dan
judi, dan pe | pelayanan
nyeludupan | publik yang
. berkualitas
dan
berkeadilan
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Jumlah Lembaga 10 Lembaga 30.814.500,00 | Kab. Bantul, DANA ALOKASI | Memperkua | 5. Masyarakat,Kapane 35.000.000,00 | KAPANEWON DLINGO
Kemasyarakatan yang Kemasyarak Dlingo, Semua UMUM (DAU) treformasi | Penguatan | wo dan Kelurahan
Berpartisipasi dalam Forum atan Kel/Desa politik, good-gover
Musyawarah Perencanaan hukum dan | nance pada
Pembangunan di Desa birokrasi, berbagai
serta memp | tingkatan
erkuat penc | 2. Mewujud
egahan dan | kan transfor
pemberant | masi tata
asan kelola pem
korupsi, erintahan
narkoba, dan
judi, dan pe | pelayanan
nyeludupan | publik yang
berkualitas
dan
berkeadilan
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan Peningkatan 5 Laporan 71.406.000,00 | Kab. Bantul, DANA ALOKASI | Memperkua | 5. Masyarakat,Kapane 110.000.000,00 | KAPANEWON DLINGO
Efektivitas Kegiatan Dlingo, Semua UMUM (DAU) t reformasi | Penguatan | wo dan Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat Kel/Desa politik, good-gover
R hukum dan | nance pada
di Wilayah Kecamatan birokrasi, berbagai
serta memp | tingkatan
erkuat penc | 2. Mewujud
egahan dan | kan transfor
pemberant | masi tata
asan kelola pem
korupsi, erintahan
narkoba, dan
judi, dan pe | pelayanan
nyeludupan | publik yang
berkualitas
dan
berkeadilan




PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRAN | TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
AKHIR CAPAIAN
NO KODE URUSAN / PROGRAM / S e pERIODE | _CAPAIAN | o ENIA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENJA OPD TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA TAHUN 2024 OPD TAHUN 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2025 NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga capaian kinerja 100 Persen 48.371.600,00 Memperkua | 5. UMKM,Masyarakat - 100.000.000,00 | KAPANEWON DLINGO
Kemasyarakatan Tingkat pemberdayaan lembaga treformasi | Penguatan | dan Kapanewon
Kecamatan kemasyarakatan politik, good-gover
hukum dan | nance pada
birokrasi, berbagai
serta memp | tingkatan
erkuat penc | 2. Mewujud
egahan dan | kan transfor
pemberant | masi tata
asan kelola pem
korupsi, erintahan
narkoba, dan
judi, dan pe | pelayanan
nyeludupan | publik yang
. berkualitas
dan
berkeadilan
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Jumlah Laporan Fasilitasi 6 Laporan 48.371.600,00 | Kab. Bantul, DANA ALOKASI | Memperkua | 5. UMKM,Masyarakat 100.000.000,00 | KAPANEWON DLINGO
Pengembangan Usaha Dlingo, Semua UMUM (DAU) treformasi | Penguatan | dan Kapanewon
Ekonomi Masyarakat Kel/Desa politik, good-gover
hukum dan | nance pada
birokrasi, berbagai
serta memp | tingkatan
erkuat penc | 2. Mewujud
egahan dan | kan transfor
pemberant | masi tata
asan kelola pem
korupsi, erintahan
narkoba, dan
judi, dan pe | pelayanan
nyeludupan | publik yang
. berkualitas
dan
berkeadilan
4. 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI Cakupan-Koordinasi 100 Persen 6.000.000,00 - 180.000.000,00
KETENTRAMAN DAN Ketentraman-dan
KETERTIBAN UMUM j
Capaian kinerja
penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban
umum
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Capaian Kinerja 100 Persen 6.000.000,00 Memperkua | 5. Masyarakat,Kapane | - 180.000.000,00 | KAPANEWON DLINGO
Penyelenggaraan penyelenggaraan treformasi | Penguatan | wo dan Kelurahan
Ketenteraman dan Ketertiban | ketentraman dan ketertiban politik, good-gover
Umum umum hukum dan | nance pada
birokrasi, berbagai
serta memp | tingkatan
erkuat penc | 2. Mewujud
egahan dan | kan transfor
pemberant | masi tata
asan kelola pem
korupsi, erintahan
narkoba, dan
judi, dan pe | pelayanan
nyeludupan | publik yang
. berkualitas
dan
berkeadilan

7.01.04.2.01.0001

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan




PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRAN / T:EI-?IERT REALISASI Pzﬁlglsz CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB B CAPAIAN | o RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENJA OPD TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA TAHUN 2024 OPD TAHUN 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2025 NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Hasil 5 Laporan 6.000.000,00 | Kab. Bantul, DANA ALOKASI | Memperkua | 5. Masyarakat,Kapane 180.000.000,00 | KAPANEWON DLINGO
Sinergitas dengan Kepolisian Dlingo, Semua UMUM (DAU) treformasi | Penguatan | wo dan Kelurahan
Negara Republik Indonesia, Kel/Desa politik, good-gover
Tentara Nasional Indonesia hukum dan | nance pada
> . . birokrasi, berbagai
dan Instansi Vertikal di serta memp | tingkatan
Wilayah Kecamatan erkuat penc | 2. Mewujud
egahan dan | kan transfor
pemberant | masitata
asan kelola pem
korupsi, erintahan
narkoba, dan
judi, dan pe | pelayanan
nyeludupan | publik yang
berkualitas
dan
berkeadilan
5. 7.01.05 PROGRAM Cakupan-Stabilitas 100 Persen 188.402.500,00 - 35.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN | Pemerintahan-umum
UMUM Capaian kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan umum
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Capaian kinerja 100 Persen 188.402.500,00 Memperkua | 5. Masyarakat,Kapane | - 35.000.000,00 | KAPANEWON DLINGO
Pemerintahan Umum Sesuai | penyelenggaraan t reformasi | Penguatan | wo dan Kelurahan
Penugasan Kepala Daerah pemerintahan umum politik, good-gover
hukum dan | nance pada
birokrasi, berbagai
serta memp | tingkatan
erkuat penc | 2. Mewujud
egahan dan | kan transfor
pemberant | masi tata
asan kelola pem
korupsi, erintahan
narkoba, dan
judi, dan pe | pelayanan
nyeludupan | publik yang
. berkualitas
dan
berkeadilan
7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Jumlah Orang yang 100 Orang 188.402.500,00 | Kab. Bantul, DANA ALOKASI | Memperkua | 5. Masyarakat,Kapane 35.000.000,00 | KAPANEWON DLINGO
Mengikuti Pembinaan Dlingo, Semua UMUM (DAU) t reformasi | Penguatan | wo dan Kelurahan
Wawasan Kebangsaan dan Kel/Desa politik, good-gover
. hukum dan | nance pada
Ketahanan Nasional dalam birokrasi, berbagai
rangka Memantapkan serta memp | tingkatan
Pengamalan Pancasila, erkuat penc | 2. Mewujud
Pelaksanaan egahan dan | kan transfor
Undang-Undang Dasar pemberant | masi tata
Negara Republik Indonesia asan kelola pem
Tahun 1945, Pelestarian korupsi, erintahan
. narkoba, dan
Bhinneka Tunggal lka serta judi, dan pe | pelayanan
Pemertahanan dan nyeludupan | publik yang
Pemeliharaan Keutuhan berkualitas
Negara Kesatuan Republik dan
Indonesia berkeadilan

JUMLAH

4.044.818.490,00

4.648.320.490,00




BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2026. Dokumen ini disusun sesuai
dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan
berpedoman pada Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor
31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 akan menjadi pedoman Perangkat
Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2026. Selain itu, Renja
Perangkat Daerah Tahun 2026 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana
pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2026. Evaluasi terhadap
hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dilakukan setiap triwulan dalam
tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang
tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang
digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan

penyesuaian.

Plt Panewu Dlingo,

MARJIHIDAYAT, S.IP
NIP. 196911141992031005
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